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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU

KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal

40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

ditetapkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib

memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin

lingkungan, dan izin lingkungan merupakan persyaratan

untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak usaha

dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha

dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen

lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan

Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki
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Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki

Dokumen Lingkungan Hidup;

Menngingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 55871), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5285);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

17);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05

Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau

Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2012 Nomor 5);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun

2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Dokumen

Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1256);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN

LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang

memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi

Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi

Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL),

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana
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Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan

Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan

Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

(DPLH), dan Audit Lingkungan.

2. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya

disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang

merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha

dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha

dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal.

3. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang

memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah

memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum

memiliki UKL-UPL.

4. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup kabupaten/kota.

5. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah

instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

provinsi.

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas

dan fungsinya terkait dengan sistem kajian dampak

lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman

mengenai:

a. kriteria DELH dan DPLH;

b. muatan DELH dan DPLH;
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c. penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH;

d. pembinaan dan evaluasi kinerja DELH dan DPLH; dan

e. pendanaan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH.

BAB II

PENATALAKSANAAN DELH ATAU DPLH

Bagian Kesatu

Kriteria DELH dan DPLH

Pasal 3

(1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang memenuhi kriteria:

a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;

b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;

c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana

tata ruang; dan

d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau

memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen

lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan perintah melalui:

a. penerapan sanksi administratif berupa paksaan

pemerintah dari Menteri, gubernur, dan/atau

bupati/walikota; atau

b. penerapan sanksi pidana yang dilakukan dengan

penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai

negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah

koordinasi Menteri.
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